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Abstract:

Responsivitas dimensi pelayanan publik dan indikator pelayanan berkaitan
dengan daya tanggap dan kemampuan aparatur dalam menghadapi aspirasi baru,

perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru.

Jenis penelitian ini

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengetahui res-
ponsivitas birokrasi Kementerian Agama dalam pelayanan pendidikan agama
Islam di Kota Ambon. Subjek/sumber data penelitian ini kata-kata dan tindakan
aparat birokrasi Kemenag dan stakeholders pendidikan di Kota Ambon dan data-
data dokumentasi lain. Teknik pengumpulan data penelitian ini wawancara,

observasi dan studi

dokumenter. Teknik pengabsahan data dengan melakukan

observasi secara tekun, dan uji secara trianggulasi, baik sumber maupun metode.
Hasil penelitian: (1) responsivitas birokrasi kementerian agama dalam pelayanan
pendidikan agama islam di Kota Ambon masih kurang responsif. Hal ini terlihat
pada: (a) masih banyak keluhan masyarakat menyangkut pelayanan pendidikan
agama Islam dalam dua tahun terakhir; (b) sikap dan orientasi pelayanan aparat
birokrasi yang masih terkesan kurang dalam merespon keluhan masyarakat; (c).
rencana kerja tahunan (action plan) yang masih bersifat rutinitas, dan kurang
mengakomodir keluhan masyarakat, (d) kurang upaya pemberdayaan masyarakat
(komite madrasah), dalam pengembangan pendidikan agama di Kota Ambon;
dan (2) faktor-faktor eksternal birokrasi seperti: budaya organisasi, iklim dan
lingkungan organisasi serta faktor internal seperti: perilaku birokrasi, kewenang-
an diskresi, etika birokrasi, dan semangat kerjasama dalam organisas.

Keywords: Responsi vitas Birokrasi, Pelayanan Pendidikan.

Pendahuluan

Berbagai perubahan terjadi seiring per-
kembangan kompleksitas persoalan yang di-
hadapi oleh administrator publik. Komplek-
sitas ini ditanggapi oleh para ilmuan dengan
mengembangkan ilmu administrasi publik.
Ada tiga perspektif dalam administrasi publik
yang dikembangkan Denhardt & Denhardt
(2004) yaitu;' old public administration, new

'I.V. Denhardt, & Denhardt, RB.. The New
Public Service: Serving, Not Steering (New York: M.E.
Sharpe. 2004), h. 11-13.
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public management, dan new public service.
Pertama, old public administration merupakan
perspektif klasik yang menaruh perhatian pada
fokus pemerintahan, pada penyediaan layanan
secara langsung kepada masyarakat melalui
badan-badan publik. Kedua new public mana-
gement, berusaha menggunakan pendekatan
sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam
sektor publik. Pemilik kepentingan publik
yang sebenarnya menurut Denhardt, ma-
syarakat administrator publik seharusnya me-
musatkan perhatiannya pada tanggung jawab
melayani dan memberdayakan warga negara
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Kinerja birokrasi pelayanan publik dapat
meningkat jika mengembangkan proses pela-
yanan sebagaimana dilakukan dalam perusa-
ilaan-perusahaan swasta. Sejalan dengan pan-
dangan Osborne dan Gaebler yang secara spe-

" sifik menyarankan agar birokrasi publik dalam

" memberikan pelayanan publik berorientasi

" kepada pelanggan, berusaha memenuhi kebu-
tuhan pelanggannya. Disarankan juga para-
digma birokrasi moderen Weber yang hirarkis
berubah menjadi birokrasi yang memerhati-

. kan partisipasi, tim kerja, dan kontrol rekan
kerja (peer group) bukan lagi dominasi atau
kontrol atasan'.

Responsivitas salah satu dimensi pela-
yanan publik ° yang juga merupakan indikator
pelayanan berkaitan dengan daya tanggap apa-
ratur terhadap keluhan dan kebutuhan masya-
rakat yang membutuhkan pelayanan sebagai
diatur di dalam aturan perundangan.

Memasuki era otonomisasi di dan Kota
Ambon, Maluku, telah mengemuka keinginan
dan tuntutan pemikiran yang luas tentang
peningkatan akses dan pemerataan pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan
kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat
Kota Ambon. Salah satu faktor penyebab dari
muncul fenomena (keinginan dan tuntutan)
tersebut masih rendah layanan publik di
bidang pendidikan (pendidikan Agama Islam).

Tulisan ini menjelaskan penilaian dan
pengukuran tentang sejauh mana responsivi-
tas birokrasi Kementerian Agama dalam
implementasinya di Kota Ambon, khususnya
berkaitan dengan pencapaian tiga pilar kebi-
jakan pendidikan nasional meliputi perluasan

“David Osborene, dan Ted Gaebler, Mewira-
usahakan Birokrasi (Reinventing Government): Men-
trasformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor
Publik. Edisi Terjemahan. (Jakarta: Penerbit Pustaka
Binaman Pressindo. 1999), h.281

*Dimensi-dimensi pelayanan publik meliputi:
tangibility, responsibility, akuntability, respon-siviness,
assurens, dan lain-lain, lebih jelas, lihat Poltak Lijan
Sinambela,. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Teori,

ﬁebf.'lakaﬂ dan Implemen-tasi. Jakarta: Bumi Aksara; h
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akses dan pemerataan pendidikan, peningka'tan
mutu pendidikan, dan peningkatan kualitas
layanan pendidikan.

Responsivitas Birokrasi Kementerian Agama
dalam Pelayanan Pendidikan Agama Islam di
Kota Ambon

Responsivitas pelayanan publik dalam
operasionalnya dijabarkan menjadi beberapa
indikator: (1) terdapat tidak keluhan pengguna
jasa selama dua tahun terakhir; (2) sikap
aparat birokrasi dalam merespons keluhan
pengguna jasa; (3) tindakan aparat birokrasi
untuk memberikan kepuasan pelayanan pada
pengguna jasa; dan (4) penempatan pengguna
jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pela-
yanan yang berlaku.

1. Identifikasi Keluhan Masyarakat (Peng-
guna Jasa)

Keluhan masyarakat pengguna jasa indi-
kator pelayanan yang memperlihatkan produk
pelayanan yang selama ini dihasilkan oleh
birokrasi belum dapat memenuhi harapan
pengguna jasa. Asumsi dasar, keluhan masya-
rakat pengguna jasa yang tinggi terhadap
produk layanan birokrasi publik, menunjukkan
kemampuan responsivitas birokrasi pelayanan
sangat lemah. Keluhan masyarakat pengguna
jasa (stakeholders) terhadap responsivitas
birokrasi Kementerian Agama Kota Ambon
dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Keluhan umum, keluhan yang disampai-
kan oleh semua pihak masyarakat, seko-
lah, pemerhati pendidikan LSM, dan lain-
lain), baik melalui media elektronik,
cetak, atau media lain tentang pendidikan
agama di Kota Ambon, meliputi: (a)
kurikulum pendidikan agama, (b) pendidik
dan tenaga kependidikan, (c) sarana pra-
sarana dan lain-lain.

2) Keluhan terhadap kebijakan pendidikan
Agama Islam yang meliputi: (1) [ening-
katan akses dan pemerataan Pendidikan
Agama, yaitu: (a) peningkatan akses dan
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gajar dan Kualitas lulus-
tata kelola, dan pelaya-
dikan agama yang me-
mbangan sistem penga-
(b) peningkatan kapasi-
tas Mapendais Kemenag Kota Amb01.1,
dan (c) peningkatan peran Yayasan Pendi-
dikan Islam di Kota Ambon

Keluhan-keluhan tersebut merupakan in-
dikator pelayanan yang memperlihatkan pro-
duk pelayanan yang selama ini dihasilkan oleh
birokrasi belum dapat memenuhi harapan ma-
syarakat. Keluhan yang tinggi dari masyara-
kat pengguna jasa terhadap produk layanan
birokrasi Kemenag Kota Ambon dalam dua
tahun terakhir menunjukkan kemampuan res-
ponsivitas birokrasi pelayanan untuk meng-
antisipasi bermunculan berbagai keluhan ma-
syarakat pengguna jasa masih sangat lemah.

2. Sikap dan Orientasi Aparat Birokrasi
Kemenag dalam Merespons Keluhan

an, (3) penguataq
nan publik pendi

liputi: (a) penge
wasan madrasah;

2. Sikap pelayanan birokrasi
merespon keluhan

dalam
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Kemenag Kota Ambon mengindikasikan
aparat birokrasi pelayanan memiliki keeng-
ganan untuk menolong masyarakat pengguna
jasa dengan memberikan pelayanan yang baik.
Belum atau kurang diterapkan prinsip pela-
yanan tersebut disebabkan belum ada komu-
nikasi yang interaktif antara aparat birokrasi
dengan para pengguna jasa.

Responsivitas birokrasi yang rendah juga
disebabkan belum ada pengembangan komuni-
kasi eksternal secara nyata oleh jajaran birok-
rasi Kemenang. Indikasi belum dikembang-
kan komunikasi eksternal secara efektif oleh
birokrasi tampak masih besar gap pelayanan
yang terjadi. Gap pelayanan tersebut gambar-
an pelayanan yang memperlihatkan belum
ditemukan kesamaan persepsi antara harapan
pengguna jasa dan pemberi layanan terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan. Aparat
birokrasi Kemenag Kota Ambon harus mem-
buka jurang komunikasi yang lebar dengan
masyarakat pengguna jasa. Ktidaktransparan-
an komunikasi dari birokrasi yang menyang-
kut pemberian pelayanan menyebabkan pihak
masyarakat selalu berada dalam posisi dirugi-
kan sebagaimana diakui oleh seorang warga
masyarakat yang pernah mengurus bantuan
sekolah dan seorang guru honor yang menge-
luhkan ketidaktransparanan aparat birokrasi
Kemenag.

Ketidaktransparanan informasi birokrasi
tensebut membuat banyak masyarakat peng-
guna jasa mengalami frustasi. Komunikasi
yang tidak efektif masih dikembangkan oleh
birokrasi sehingga birokrasi belum memunyai
kesadaran untuk meningkatkan kualitas pela-
yanan kepada masyarakat pengguna jasa. Res-
ponsivitas pemberian pelayanan publik salah
satunya diukur melalui keterbukaan informasi
dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang
terjalin antara birokrasi sebagai pemberi laya-
nan dengan masyarakat. Masyarakat peng-
guna jasa sering kali belum memunyai akses

- terhadap informasi pelayanan yang dibutuh-
| kan, termasuk kecenderungan aparat birokrasi
~ menyembunyikan informasi kepada masyara-
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kat. Komunikasi pelayanan tertutup ini sulit
untuk dapat mewujudkan responsivitas aparat
birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
kepada publik.

b. Orientasi Birokrasi pada Pelayanan
Publik

Orientasi pelayanan menunjuk pada
seberapa banyak energi birokrasi dimanfaat-
kan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat
dilihat dari besar sumber daya manusia yang
dimiliki oleh birokrasi secara efektif didaya-
gunakan untuk melayani kepentingan peng-
guna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan
sumber daya yang dimiliki oleh aparat birok-
rasi hanya dikonsentrasikan untuk melayani
kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa.
Kemampuan dan sumber daya dari aparat
birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada
pelayanan dapat dicapai. Contoh, masalah
penyediaan waktu kerja aparat yang benar-
benar berorientasi pada pemberian pelayanan
kepada masyarakat. Aparat birokrasi yang
ideal aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh
tugas-tugas lain di luar tugas pelayanan
kepada masyarakat. Aparat pelayanan ideal
juga tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan
lain, seperti pekerjaan sambilan di luar peker-
jaan kantor yang dapat mengganggu tugas-
tugas penyelenggaraan pelayanan. Kinerja pe-
layanan aparat birokrasi dapat maksimal bila
semua waktu dan konsentrasi aparat benar-
benar tercurah untuk melayani masyarakat.

Kondisi pelayanan ideal dalam realitas-
nya sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi.
Hasil temuan observasi/pengamatan menjelas-
kan, ketidakjelasan pembagian wewenang, in-
konsistensi pembagian kerja, dan sikap pim-
pinan dalam memberikan tugas kepada aparat
bawahan tanpa mempertimbangkan aspek sifat
pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak
pemberian tugas terhadap kualitas pemberian
pelayanan pada masyarakat. Hal-hal tersebut
merupakan beberapa faktor penyebab aparat
birokrasi sulit terkonsentrasi secara penuh
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satuan pendidikan (KTSP) untuk Kota
Ambon; (2) tersusun KTSP MI sampai
dengan MA untuk semua mata pelajaran
yang mengakomodir potensi daerah/karak-
teristik daerah, sosial budaya masyarakat
setempat dan peserta didik yang berorien-
tasi global; (d) peningkatan kualitas proses
belajar mengajar meliputi: (1) terselenggara
proses pembelajaran berkualitas yang me-
nyenangkan; dan (2) terbangun inisiatif
siswa untuk mencari pengetahuan dari ber-
bagai sumber secara mandiri; dan (€)
peningkatan dan pengadaan sarana dan
prasarana Pendidikan Agama. Berdasarkan
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, penyediaan fasilitas
pendidikan harus memenuhi standar yang
berlaku dalam peraturan tersebut. Setiap
satuan pendidikan wajib memiliki sarana
yang meliputi perabot, peralatan pendidik-
an, media pendidikan, buku dan sumber
belajar lain, bahan habis pakai serta per-
lengkapan lain yang dibutuhkan untuk
menunjang proses pembelajaran yang ter-
atur dan berkelanjutan.

1) Target tata kelola Pendidikan Agama di
Kota Ambon

Untuk Kota Ambon, kondisi tata kelola
pendidikan agama ke depan paling tidak
harus memenuhi standar: (a) sistem penga-
wasan madrasah, ada sistem pengawasan
madrasah yang mampu menjamin pening-
katan kualitas proses belajar mengajar, dan
(b) pemerintah daerah dan DPRD Kota
Ambon yang meliputi: (1) kebijakan di
bidang pendidikan agama di Kota Ambon
didukung oleh berbagai peraturan yang
memadai; dan (2) tercermin prinsip-prinsip
Good Governance dalam setiap kegiatan
yang berkaitan dengan pendidikan agama di
Kota Ambon.

) Strategi pengembangan pendidikan Agama
Islam di Kota Ambon

Strategi pengembangan  pendidikan
agama Islam Kota Ambon difokuskan pada
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3 (tiga) pilar kebijakan pendidikan nasiongl
yang dicanangkan pemerintah Indonesia
melalui kementerian pendidikan nasional:
(a) peningkatan dan perluasan akses pendi-
dikan; (2) peningkatan kualitas dan rele-
vansi pendidikan; (3) peningkatan tata
kelola pendidikan.

Mengacu pada 3 (tiga) pilar kebijakan
pendidikan nasional tersebut, skenario
pengembangan pendidikan agama di Kota
Ambon diharapkan sejalan dan mendukung
program pendidikan yang menjadi strategi
pemerintah pusat sehingga pengembangan
pendidikan agama Kota Ambon memenuhi
standar pengembangan dan kualitas yang
berlaku secara nasional, sebagaimana yang
dituangkan dalam PP No. 19 tahun 2005
tentang Standar Pendidikan Nasional.

Rencana pengembangan pendidikan
agama Islam Kota Ambon dikembangkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Jangka
pendek tersebut belum menghasilkan sesu-
atu yang ideal, karena pembangunan di
bidang pendidikan merupakan pembangu-
nan bersifat jangka panjang dan dipenga-
ruhi oleh banyak faktor. Namun, masalah-
masalah yang berhasil diidentifikasi dalam
kegiatan pemetaan kondisi pendidikan
agama saat ini diupayakan pemecahannya
dan dipergunakan sebagai dasar bagi ren-
cana pengembangan ke depan. Di samping
itu, berbagai output dari implementasi
rencana pengembangan ini mampu mencip-
takan suatu sistem yang menjadi dasar
peningkatan kualitas pendidikan agama
Islam di Kota Ambon.

a) Skala Prioritas

Akses pendidikan agama Islam Kota
Ambon dikatakan relatif cukup baik. Skala
prioritas pembangunan sektor pendidikan
agama Islam difokuskan pada peningkatan
kualitas dan tata kelola pendidikan. Prog-
ram prioritas antara lain:

1. Program-program yang terkait dengan
penjaminan kualitas proses belajar
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katan komunikasi dan peran pemda
dan DPRD Kota Ambon.

6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Sistem
Pelayanan Pendidikan Agama

Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi
apabila warganya ikut berpartisipasi. Pember-
dayaan diartikan sebagai suatu proses untuk
membangun manusia atau masyarakat melalui
pengembangan kemampuan masyarakat, peru-
bahan perilaku masyarakat, dan pengorgani-
sasian masyarakat.

Ada 3 tujuan utama dalam pemberda-
yaan masyarakat, mengembangkan kemampu-
an masyarakat, mengubah perilaku masyara-
kat, dan mengorganisir masyarakat. Kemam-
puan masyarakat yang dapat dikembangkan
seperti kemampuan untuk berusaha, kemam-
puan untuk mencari informasi, kemampuan
untuk mengelola kegiatan, dan lain-lain sesuai
kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat perlu diwadahi
agar dapat dikelola dan dikoordinasikan
jengan baik bagi pendidikan agama, terutama
jalam meningkatkan mutu dan efektivitas
yenyelenggaraan pendidikan agama. Untuk
ingkup madrasah di Kota Ambon, wadah
yang perlu dibentuk komite madrasah yang
nemiliki kekhususan dibandingkan dengan
comite madrasah di daerah lain.

Keanggotaan komite madrasah terdiri
tas unsur masyarakat: (a) orang tua/wali
iswa; (b) tokoh masyarakat; (c) tokoh pendi-
likan; (d) dunia usaha/industri; (e) organisasi
rofesi tenaga kependidikan; (f) wakil alumni;
g) wakil siswa. (h) unsur dewan guru, dan
ayasan/lembaga penyelenggara pendidikan,
ermasuk Badan Pertimbangan Desa/lurah.

Peran komite madrasah sebagai pemberi
ertimbangan (advisory agency) dalam penen-
uan pelaksanaan kebijakan pendidikan di
\adrasah; pendukung (supporting agency),
aik yang berwujud finansial, pemikiran,
1aupun tenaga dalam penyelenggaraan pendi-
ikan di madrasah; pengontrol (controlling

gency) dalam rangka transparansi dan akun-
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tabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendi-
dikan; mediator antara pemerint ah (eksekutif)
dengan masyarakat di madrasah.

Fungsi komite madrasah: (1) mendorong
tumbuh perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan
masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan
penyelenggaraan pendidikan agama yang
bermutu; (3) menampung dan menganalisis
asspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebu-
tuhan pendidikan agama yang diajukan oleh
masyarakat; (4) memberikan masukan, pertim-
bangan, dan rekomendasi kepada madrasah
mengenai: (a) kebijakan dan program pendi-
dikan agama; (b) rencana angaran dan belanja
madrasah, (c) kriteria tenaga kependidikan
agama; dan (d) hal lain yang terkait dengan
pendidikan agama.

Komite madrasah di Kota Ambon,
sangat minimal, padahal lembaga ini sebagai
wadah aspirasi dari para stakeholders pendi-
dikan di madrasah dalam menjaga agar
kebijakan pendidikan agama yang awalnya
ditujukan untuk kepentingan pembangunan
pendidikan benar-benar berjalan sesuai dengan
tujuan awal.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Respon-
sivitas Birokrasi dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Pendidikan Agama di Kota Ambon

1. Budaya Organisasi

Budaya adalah suatu konsep yang mem-
bangkitkan minat dan berkenaan dengan cara
manusia hidup, belajar berpikir, merasa, me-
mercayai dan mengusahakan apa yang patut
menurut budayanya. Budaya organisasi lebih
bersifat organis daripada mekanis. Budaya
tidak dapat dibangun atau dirakit, tetapi harus
dibudidayakan, diusahakan, dan dikembang-
kan. Setiap organisasi memunyai budaya
masing-masing yang terus menerus dikem-
bangkan oleh setiap individu dalam organisasi,
sehingga budaya tersebut dapat terus ada.
Proses terbentuk budaya organisasi antara lain
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Suatu organisasi memunyai titik sing-
gung dengan lingkungannya. Titik singgung
tersebut antara lain kondisi politik, ekonomi
dan kebudayaan yang terdapat pada suatu
waktu tertentu dalam masyarakat. Proses
utama dimensi ini pengaruh, apakah organisasi
mempengaruhi lingkungan atau lingkungan
yang memengaruhi organisasi. Pengaruh ling-
kungan organisasi ini terkait dengan sub sis-
tem yang mengitarinya. Sub sistem adminis-
trasi dan susunan organisasi dalam pendidikan
mengacu pada aspek kekuasaan, struktur dan
tanggung jawab organisasi. Sub sistem infor-
masi dan pengambilan keputusan berkaitan
dengan mekanisme dan ketersediaan informasi
yang akurat menghasilkan keputusan-kepu-
tusan yang dapat melancarkan dan memelihara
kelangsungan organisasi. Sub sistem ekonomi
dan teknologi mengacu pada peranan biaya
dan peralatan yang digunakan dalam melan-
carkan pelaksanaan tugas-tugas keorganisa-
sian untuk mencapai tujuan secara efektif dan
efisien. Sub sistem hubungan antarmanusia
mengisyaratkan pentingnya penciptaan relasi-
relasi yang berdasarkan nilai-nilai manusiawi
dan iklim kerja yang kondusif dalam suatu
organisasi.

Stabilitas keamanan dan konflik sosial
dalam penyelenggaraan pendidikan agama di
Kota Ambon yang relatif terjamin, menjadi-
kan program pendidikan dapat dilaksanakan
dengan suasana yang relatif aman.

c. Lingkungan Sosial dan Politik Lokal
1) Kultur dan dinamika Politik lokal

Perkembangan politik lokal merupakan
salah satu determinan makro penting untuk
menjelaskan kinerja dan karakteristik birokrasi
di Kota Ambon. Hal tersebut merupakan salah
satu bentuk konsekuensi ada pengaruh budaya
masyarakat yang melingkupi organisasi birok-
rasi Kemenag Kota Ambon. Birokrasi
Kemenag Kota Ambon dalam mengembang-
kan sistem organisasi tidak semata-mata di-
dasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan
oleh pemerintah pusat dan kemenang provinsi,
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melainkan dipengaruhi pula oleh beberapa
faktor lokal, seperti budaya masyarakat, kon-
disi politik, karakter sosial masyarakat, kon-
disi ekonomi, LSM, pers, dan perguruan
tinggi.

Kota Ambon memiliki akar sejarah,
pengalaman politik, dan latar belakang sosio-
kultural yang unik berkaitan dengan politik
lokal. Seperti terlihat dalam tradisi kehidupan
panas pela yang merupakan rangkaian akti-
vitas pela dan gandong yang dapat dikatakan
sebagai pranata yang berfungsi sebagai ikatan
hubungan persaudaraan dan persahabatan
antara seluruh penduduk dari dua negeri atau
lebih berdasarkan adat.

Salah satu subtansi penting dan isu
dinamika politik lokal adalah melihat pola
interaksi dari wacana politik yang berkembang
pada tingkat lokal. Pola interaksi politik
antara legislatif dengan eksekutif dan peran
dari stakeholders kebijakan pada tingkat lokal
dalam merumuskan kebijakan pemberian
pelayanan publik merupakan isu yang cukup
krusial dalam mengukur responsifitas birokrasi
di Kota Ambon.

2) Konflik Lokal

Konflik lokal salah satu barometer
penting dalam melihat dinamika masyarakat.
Konflik bagi sebagian besar masyarakat masih
dianggap sebagai bentuk relasi yang bersifat
negatif, destruktif, atau kontraproduktif,
padahal dalam masyarakat yang berkembang
ke arah penguatan civil society, konflik dalam
masyarakat selalu dianggap sebagai bagian
yang melekat dalam perkembangan masya-
rakat modern. Konflik antarkelompok dalam
masyarakat atau konflik antara masyarakat
dengan negara (birokrasi) hendaknya dipahami
sebagai suatu sinergi yang diperlukan bagi
kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konflik antara masyarakat dengan birok-
rasi yang semakin terbuka telah membawa
konsekuensi pada semakin menguat posisi
tawar masyarakat dalam mengontrol kinerja
birokrasi. Konflik berdampak positif terhadap
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3. Perilaku Organisasi
Perilaku manusia (individu) merupakan
fungsi interaksi antarmanusia dengan ling-
kungannya. Interaksi ini melibatkan kepriba-
dian manusia yang kompleks dengan lingkung-
an yang memiliki tatanan tartentu. Lingkung-
an yang berbeda akan menimbulkan perilaku
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an-hubungan personal setiap jenjang organi-
sasi pemerintah.

4. Kewenangan Diskresi

Diskresi berarti suatu bentuk kelonggar-
an pelayanan yang diberikan oleh adminis-
trator kepada pengguna jasa. Pertimbangan
melakukan diskresi ada realitas bahwa suatu
kebijakan atau peraturan tidak mungkin
mampu merespons banyak aspek dan kepen-

U tingan semua pihak sebagai akibat ada keter-

batasan prediksi para aktor atau stakeholders
dalam proses perumusan suatu kebijakan atau
peraturan.

Indikator untuk melihat diskresi birok-
rasi kantor Kemenag Kota Ambon meliputi
serangkaian tindakan yang dilakukan aparat
pelayanan berdasarkan pada inisiatif, kreati-

- vitas, dan tidak terlalu bersandar pada aturan

g
£

atau juklak secara kaku. Indikator tersebut: (1)

- tindakan yang dilakukan untuk mengatasi

 Fakultas Hlmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon

kesulitan atau keluhan masyarakat ketika
pimpinan tidak berada di tempat kerja, (2)
tindakan atau langkah yang dilakukan ketika
menemui kesulitan dalam menjalankan tugas,
dan (3) pernah tidaknya menerapkan prosedur
pelayanan yang berbeda dengan juklak.

Hasil observasi memperlihatkan masih
tinggi tingkat ketergantungan aparat pelaya-
nan kepada pimpinan dalam pemberian pelaya-
nan publik. Kondisi tersebut menunjukkan
diskresi belum dilakukan di lingkungan birok-
rasi pelayanan. Ada ketakutan di sebagian
besar kalangan aparat pelayanan di semua
tingkatan pelayanan untuk melakukan diskresi

, berimplikasi pada pola pengambilan keputusan

pelayanan yang merugikan masyarakat.
Aparat pelayanan ketika menemui suatu kasus
lebih memilih untuk melakukan penundaan
pelayanan dan menunggu petunjuk pimpinan
untuk memutuskannya. Tindakan tersebut
merupakan fenomena umum pelayanan birok-
rasi di Kota Ambon. Pemberian kewenangan
untuk melakukan diskresi dalam birokrasi

° masih merupakan langkah yang belum di-

Responsivitas Birokrasi Kementerian Agama, Ismail DP

pahami substansinya dan tidak popular dalam
jajaran birokrasi pelayanan.

Tingkat keberanian aparat birokrasi
dalam mengambil inisiatif pelayanan atas
suatu kasus pelayanan tanpa melibatkan pim-
pinan masih tergolong rendah. Aparat yang
berani berinisiatif mengambil tindakan meng-
interpretasikan regulasi ketika menghadapi
suatu kasus pelayanan tanpa harus menunggu
petunjuk pimpinan hanya sedikit sekali.
Kondisi tersebut memperlihatkan salah satu
faktor penyebab rendah kinerja pelayanan
publik disebabkan masih ada kecenderungan
yang kuat di kalangan aparat pelayanan untuk
mengandalkan pendekatan pelayanan yang
berorientasi pada petunjuk pimpinan ketika
menemui suatu kesulitan di lapangan.

5. Orientasi terhadap Perubahan

Orientasi terhadap perubahan menunjuk
pada sejauh mana kesediaan aparat birokrasi
menerima perubahan. Perubahan tersebut
tidak hanya menyangkut tuntutan masyarakat
yang senantiasa berkembang, tetapi juga
pengetahuan mengenai berbagai hal yang
terjadi dalam lingkungan di luar birokrasi,
seperti perkembangan teknologi. Pengetahuan
akan hal-hal baru tersebut kesemuanya harus
dapat mewujudkan pemberian pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa.
Selain itu, orientasi perubahan juga ditandai
dengan ada aksi atau tindakan yang dilakukan
oleh aparat untuk melakukan perubahan.
Orientasi pada perubahan suatu sikap yang
berlawanan dengan orientasi pada kemapanan
(status quo).

Orientasi perubahan dalam aparat birok-
rasi Kemenag Kota Ambon rendah. Namun,
telah ada usaha-usaha dari aparat untuk me-
lakukan perubahan, meskipun baru sebagian
kecil saja. Orientasi perubahan yang harus
dimiliki seorang aparat birokrasi berkaitan
dengan luas wawasan dan pengetahuan yang
dimilikinya. Wawasan aparat birokrasi tidak
hanya berkaitan dengan sebagai seorang pega-
wai pemerintah, melainkan lebih pada kemam-
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, 7. Semangat kerja sama

_ Salah satu faktor penentu kinerja pela-

| yanan publik semangat kerja sama di antara

. aparat penyelenggara pelayanan publik. Di
dalam literatur, semangat kerja sama ini,

- antamn lain, dikonsepkan sebagai kepaduan tim

~atau ada juga yang menyebutkan sebagai

.~ esprit de corps.

. Hasil pengamatan menunjukkan, salah
satu faktor penyebab rendah kesadaran aparat
birokrasi tersebut karena semangat kerja sama
antaraparat masih sangat minim. Semangat
kerja sama yang rendah di antara aparat birok-
rasi tampak bahwa ketika menemui kesulitan
dalam memberikan pelayanan, tindakan yang
dilakukan aparat adalah penundaan pelayanan.
Secara ideal, setiap kesulitan yang dihadapi
oleh aparat dapat meminta bantuan kepada
rekan kerjanya.

Penundaan pelayanan dilakukan oleh
aparat birokrasi karena mereka memilih jalan
yang aman daripada harus memperoleh tegur-
an pimpinan apabila salah atau menyimpang
dari prosedur peraturan. Namun, dampaknya
pelayanan publik menjadi kaku dan tidak
mampu untuk merespons kebutuhan masya-
rakat dengan cepat karena semua keputusan
harus berasal dari pimpinan atau harus sesuai
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soaes tep

n Agama, Jsmail DP

R esponsivitas Birokrasi Kementeria

dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjulf
teknis (juklak/juknis). Pemberian bantuan daq
rekan kerja sesama aparat dianggap sebagai
penyimpangan dari juklak/juknis tersebut.

Simpulan

1. Responsivitas birokrasi di Kantor Keme-
nag Kota Ambon belum optimal dan
lemah dalam implementasi. Penyelengga-
raan pelayanan pendidikan agama di Kota
Ambon belum dapat ditingkatkan, karena
masih dibutuhkan birokrasi pendidikan
agama yang mampu beradaptasi dengan
dinamika perubahan lingkungan dan me-
mahami kebutuhan masyarakat yang
dilayani.

2. Faktor-faktor eksternal birokrasi seperti:
budaya organisasi, iklim dan lingkungan
organisasi serta faktor internal birokrasi
seperti: perilaku birokrasi, kewenangan
diskresi, etika birokrasi, dan semangat
kerjasama dalam organisasi, secara ber-
sama-sama menjadi hambatan bagi upaya
peningkatan responsitas birokrasi Keme-
nag Kota Ambon dalam penyelenggaraan
pelayanan pendidikan agama di Kota
Ambon.
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